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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan perpajakan 

yang kompleks. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, juga 

mengungkapkan hal yang sama, seperti terkutip dari finance.detik.com, bahwa 

Indonesia termasuk salah satu negara yang paling kompleks peraturan perpajakannya. 

Tingkat kompleksitas terlihat dari tingkat frekuensi perubahan ketentuan pajak dan tarif 

pajak. Jenis pajak di Indonesia beragam, diantaranya pajak penghasilan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak 

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Diantaranya Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) 

mengalami perubahan 8 kali yang terlihat dari perubahan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP), penentuan biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pegawai tetap, tata cara pembayaran dan penyetoran PPh 21 dan 

masih banyak lagi. Selain itu juga terdapat Pajak Penghasilan atas Peredaraan Bruto 

(Omset) dimana juga mengalami perubahan 3 kali, yang sebelumnya pemajakan 

berdasarkan laba bersih usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, 

kemudian mengalami perubahan dengan penentuan pajak berdasarkan 1% dari omset 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan yang terakhir berubah 

menjadi 0,5% dari omset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

Berdasarkan hal tersebut, satu jenis pajak mengalami beberapa perubahan. 

Padahal Negara Indonesia mengatur beberapa jenis ketentuan perpajakan. Wabah 

pandemi covid-19 ternyata juga memberikan dampak pada sektor perpajakan yaitu 



15 

 

munculnya beragam kebijakan insentif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pada 

tahun 2021 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. Selain itu ada perubahan peraturan perpajakan lain seperti Undang-Undang 

Cipta Kerja, Program Pengungkapan Sukarela, dan masih banyak perubahan kebijakan 

perpajakan lainnya. Berbagai perubahan peraturan yang ada mengharuskan wajib pajak 

untuk selalu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Banyaknya perubahan terkait ketentuan perpajakan menunjukkan bahwa 

ketentuan perpajakan di Indonesia cukup kompleks. Pernyataan ini sesuai dengan 

penelitian Khairannisa dan Cheisviyanny (2019) yang menjelaskan bahwa sistem 

perpajakan di Indonesia mempunyai peraturan yang cukup kompleks. Peraturan 

perpajakan di Indonesia yang cenderung berubah-ubah menjadi semakin kompleks 

apabila setiap wajib pajak tidak terdorong untuk selalu mengkinikan pengetahuan yang 

dimiliki mengenai peraturan dan penerapan pajak di sistem perpajakan yang berlaku 

saat ini. 

Tingkat kompleksitas tersebut, tidak jauh dari sistem self assessment yang 

diberlakukan pada negara Indonesia . Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan 

bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung atau memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Harapannya adalah 

pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berjalan dengan lebih rapi, terkendali, 

sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Melalui sistem ini pemerintah 

berusaha mendorong wajib pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

akan pengetahuan di bidang perpajakan.  
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Akan tetapi, pelaksanaan sistem tersebut tidak berjalan baik karena tidak semua 

wajib pajak memiliki kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai 

sistem pemungutan pajak ini. Dalam penelitian Wahyu Anitasari, dkk (2016) 

mengatakan bahwa faktor penghambat self assessment system di Kota Blitar adalah 

kurangnya kesadaran, kedisiplinan, serta kejujuran dalam membayar pajak.  

Bahasa peraturan perpajakan yang sulit dipahami sering menimbulkan multi 

tafsir. Menurut Dewi, dkk (2018), undang-undang perpajakan mempunyari banyak area 

abu-abu yang kerap sekali dimanfaatkan oleh wajib pajak. Area abu-abu yang dimaksud 

di sini adalah peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, namun tidak ada penjelasan 

apakah boleh dilakukan atau tidak. Sebagai contoh, penentuan pajak penghasilan atas 

sewa kamar kos apakah masuk ke dalam kriteria pajak atas sewa tanah dan bangunan 

atau masuk ke dalam kriteria pajak penghasilan atas peredaran bruto. Konsekuensinya 

jika diterapkan juga tidak jelas sehingga memunculkan berbagai tafsir dan beda 

persepsi antara keinginan wajib pajak dengan kehendak DJP. Akibatnya yaitu timbul 

keengganan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Kurangnya informasi yang dimiliki oleh wajib pajak terkait masalah perpajakan 

juga dapat menyebabkan kekeliruan dalam memenuhi dan melaksanakan ketentuan 

perpajakan. Kekeliruan, walaupun dilakukan secara tidak sengaja, kemungkinan tetap 

berakibat pada munculnya sanksi perpajakan. Para wajib pajak khawatir perihal sanksi 

perpajakan yang kemungkinan akan diterima. Menurut Syarty (2013), sebagian besar 

wajib pajak memperoleh informasi pajak dari petugas pajak. Informasi lain bisa 

diperoleh melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, 

seminar pajak, dan dari pelatihan pajak. Pada praktiknya, tidak semua petugas pajak 

dalam hal ini account representative memahami dan menguasai peraturan perpajakan 

yang terkini dan relevan bagi wajib pajak.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

45/PMK.01/2021 halaman 3 menjelaskan bahwa account representative (AR) adalah 

jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan dan bertugas untuk membantu wajib pajak dalam konseling serta 

melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. AR berperan 

aktif untuk mengedukasi para wajib pajak yang berada di wilayah pengawasan dan 

pembinaannya. Bahkan di beberapa kejadian, AR terjun langsung mengunjungi wajib 

pajak untuk mensosialisasikan regulasi peraturan perpajakan agar tidak terjadi 

perbedaan persepsi. Menurut Kusuma (2017), AR berperan sebagai penghubung antara 

wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Akan tetapi pada praktik yang 

ditemui di lapangan, AR belum bisa memaksimalkan tugasnya. Hal ini dijelaskan dalam 

penelitian yang dilakukan Nurlia (2015), bahwa perbandingan antara AR dan jumlah 

wajib pajak di Indonesia masih jauh dari ideal. Satu AR harus menghadapi ribuan wajib 

pajak. Selain itu, sebagian wajib pajak cenderung merasa takut dan khawatir dengan 

kehadiran AR yang ternyata juga berprofesi sebagai pegawai Direktorat Jendral Pajak. 

Wajib pajak pun menjadi ragu dengan tingkat independensi peran AR.  

Berdasarkan fenomena yang telah diulas, ketidakpastian dan ketidaknyamanan 

wajib pajak akan peraturan perpajakan di Indonesia mendorong munculnya suatu 

motivasi untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Syarty (2013), mengatakan bahwa 

kurangnya pengetahuan perpajakan mendorong niat wajib pajak untuk menggunakan 

jasa konsultan pajak sehingga dapat menyelesaikan masalah perpajakan serta dapat 

konsentrasi pada pekerjaan atau bisnis tanpa perlu dibebani pikiran dengan masalah 

pajak. Hal ini juga diungkap dalam penelitian Dewi dkk (2018), mengatakan bahwa 

peraturan pajak yang sangat rumit membuat wajib pajak membutuhkan seorang 

konsultan pajak untuk membuat perencana pajak di perusahaannya. 
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/ 

2014 pasal 1, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi 

perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapannya, 

dengan kehadiran konsultan pajak membantu meringankan permasalahan perpajakan. 

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Khairannisa dan Cheisviyanny (2019) yang 

menyimpulkan bahwa konsultan pajak banyak memberikan keuntungan bagi 

perusahaan klien salah satunya adalah mampu mencarikan solusi yang tepat bagi 

perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menjalankannya dengan tepat waktu.  

Konsultan pajak mempunyai kode etik yang harus ditaati. Kode etik berfungsi 

untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan intergritas konsultan pajak dalam 

menjalankan profesinya. Konsultan pajak bukan merupakan pegawai dari Direktorat 

Jendral Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

111/PMK.03/ 2014 Pasal 3 untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang 

Konsultan Pajak perlu untuk memenuhi persyaratan serta harus mempunyai Izin Praktik 

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berarti, bahwa Konsultan Pajak 

merupakan mitra dari Direktorat Jendral Pajak untuk menghubungkan dengan wajib 

pajak. Menurut Fransiska & Fajriana (2017), konsultan pajak dalam pekerjaannya 

adalah membantu kedua belah pihak, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak DJP. 

Oleh karena itu, konsultan pajak perlu bersikap independen, profesional, integritas, 

netral, bertindak adil dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak merugikan 

kedua belah pihak.  

Di beberapa negara asing, wajib pajak juga menggunakan jasa konsultan pajak 

untuk membantu kewajiban perpajakannya. Seperti yang terkutip dalam artikel Income 
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+ Malaysia, hampir 2 juta wajib pajak aktif di Malaysia menggunakan konsultan pajak 

profesional untuk membantu pengisian SPT pajak. Murphy (2004) mengatakan bahwa 

sekitar 70% wajib pajak di Australia sekarang ini memilih untuk menggunakan seorang 

praktisi pajak. Menurut pegawai Direktorat Jendral Pajak, sebanyak 70% responden di 

negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan negara-negara di 

Eropa, menggunakan jasa konsultan pajak untuk pelaporan pajaknya karena mereka 

ingin menyampaikan SPT yang benar dan akurat (Komara, 2019). 

Kemunculan konsultan pajak memang diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan di bidang perpajakan. Namun di samping itu, keberadaan konsultan pajak 

kurang sejalan dengan penerapkan sistem self assessment di Indonesia, dimana 

pemerintah menginginkan untuk setiap dari wajib pajak mengurus sendiri 

perpajakannya dengan jujur. Penelitian yang dilakukan oleh Syarty (2013) mengatakan 

bahwa cukup banyak wajib pajak badan yang menggunakan jasa konsultan pajak, 

dimana hal tersebut kurang sesuai dengan pelaksanaan sistem self assessment. 

Penelitian ini menggunakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of 

Planned Behavior (TPB). Kedua teori ini menjelaskan mengenai tahapan manusia 

untuk melakukan suatu perilaku, dimana perilaku diasumsikan ditentukan oleh 

motivasi. Menurut Ghozali (2020), TRA yang dikembangkan oleh Ajze dan Fisbein 

pada tahun 1980, menjelaskan hubungan antara sikap (attitude) dan perilaku (behavior) 

pada tindakan manusia. TRA menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan disebabkan oleh dua konstruk utama yaitu sikap terhadap perilaku (attitude 

toward behavior) dan norma subyektif (subjective norm). 

  Pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action adalah Theory of 

Planned Behavior (TPB). Menurut Gozali (2020), TPB yang dikembangkan oleh Ajze 

pada tahun 1985 menunjukkan bahwa orang lebih mungkin untuk melakukan tindakan 
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tertentu ketika mereka merasa dapat melakukannya dengan sukses. Pada teori ini 

menambahkan konstruk tambahan yaitu persepsi kendali (perceived behavioral control) 

yang bertujuan agar dapat memprediksi perilaku individu menjadi lebih spesifik. 

Persepsi kendali merupakan suatu pendapat seseorang akan kemudahan atau kesulitan 

yang dihadapi saat melakukan tindakan tersebut.  

  Untuk membuat laporan pajak, wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha 

perlu untuk menyediakan laporan keuangan. Menurut Prasetyo (2020), laporan 

keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu usaha atau entitas pada periode 

tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan laporan ekuitas pemilik. Wajib pajak orang pribadi seringkali hanya 

menyajikan laporan keuangan yang bersifat sederhana untuk mengetahui kondisi 

keuangannya. Penelitian ini memilih untuk membatasi partisipan hanya pada wajib 

pajak orang pribadi di Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini menjadi menarik 

karena peneliti ingin mengulas secara lebih dalam terkait motivasi yang mendasari 

wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Menurut Nugraheni dkk (2021), 

paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat eksploratif, mengamati 

fenomena dan meneliti makna dari fenomena, dan tidak menggunakan pengujian 

statistik. Sehingga peneliti mengambil judul “ANALISIS PENGGUNAAN 

KONSULTAN PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK 

ORANG PRIBADI”.  

 

 

 

 



21 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penggunaan konsultan pajak 

dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian berbentuk studi eksploratif yang bertujuan untuk menganalisa dan menggali 

lebih dalam mengenai penggunaan konsultan pajak dalam pelaporan pajak oleh wajib 

pajak orang pribadi. 

 

I.4. Kontribusi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi. Penelitian ini memberikan 2 macam kontribusi yaitu kontribusi teori dan 

kontribusi praktis.  

1. Kontribusi Akademis  

a) Dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan 

penambah pengetahuan yang mendalam, khususnya mengenai peran 

konsultan pajak dalam membantu pelaporan pajak oleh wajib pajak 

orang pribadi agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Kontribusi Praktis 

a) Bagi konsultan pajak dan wajib pajak, dengan penelitian ini 

diharapkan memberikan sudut pandang terhadap pemahaman akan 

perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan 
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sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta keputusan wajib 

pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.  

b) Bagi Direktorat Jendral Pajak, dengan penelitian ini diharapkan 

memberikan pemahaman akan perilaku wajib pajak dan peran 

konsultan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

 

I.5. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir untuk menjelaskan mengenai alasan, topik, dan metode analisis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dari uraian diatas, skema kerangka pikir 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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(Swarty, 2013). Menurut Khairannisa dan Cheisviyanny (2019), pajak merupakan 
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penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan dalam suatu negara akan sulit 

dilakukan.  

Kontribusi penerimaan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 

tahun 1983, pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan 

sistem self assessment. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem self 

assessment memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi 

kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Sistem self assessment menuntut peran serta aktif dari masyarakat dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya.  

Akan tetapi, dengan pemberlakuan sistem self assessment muncul beberapa 

permasalahan bagi wajib pajak di Indonesia. Pemerintah yang sering mengeluarkan 

peraturan perpajakan, disamping itu pemahaman akan bahasa peraturan yang seringkali 

menimbulkan multi tafsir. Menurut Dewi dkk (2018), undang-undang perpajakan 

mempunyai banyak area abu-abu yang kerap sekali dimanfaatkan oleh wajib pajak. 

Konsekuensinya jika diterapkan juga tidak jelas sehingga memunculkan berbagai tafsir. 

Tafsir yang berbeda akan memicu adanya perbedaan antara wajib pajak dengan apa 

yang menjadi kehendak DJP. Kurangnya informasi perpajakan yang diterima wajib 

pajak. Meskipun DJP telah membentuk satu staff yaitu account representative, yang 

bertugas untuk mengenal dan mengedukasi para wajib pajak yang berada di wilayah 

pengawasan dan pembinaannya, akan tetapi pada praktiknya sosialisasi AR kepada 

wajib pajak dibawah pengawasannya belum berjalan dengan maksimal. 

Berdasarkan kendala yang muncul akibat dari pemberlakuan sistem self 

assessment, mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. 
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Konsultan pajak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan khususnya di bidang 

perpajakan. Namun di samping itu, keberadaan konsultan pajak kurang sejalan dengan 

penerapkan sistem self assessment di Indonesia dimana pemerintah menginginkan 

untuk setiap dari wajib pajak mengurus sendiri perpajakannya dengan jujur.  

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pikir, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa teori, konsep 

dan penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini.  

Bab III : METODE PENELITIAN 

Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang digunakan, metode yang digunakan, serta metode analisis data 

dalam penelitian ini. 

Bab IV : HASIL DAN ANALISIS 

Merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan dan 

menjawab permasalahan fenomena yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

Merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 


